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ABSTRAK

Ryan Azhari Ramadhan : Tinjauan Penerapan Program 5 Untung
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Tahun 2022 Dalam Upaya Meningkatkan
Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
Pembimbing : Rizki Sri Lasmini, S.E, M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Penerapan Program 5
Untung Pajak Tahun 2022 ini dengan membandingkan Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) sebelum adanya program ini. Penelitian dilakukan di
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, JI. Khatib Sulaiman No. 43
Padang Kode Pos 25114.

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk
memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal
dari subjek dan objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa
wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil
wawancara langsung di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan
Wajib Pajak serta data sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Barat berupa data penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun
2019 s.d 2022 di Provinsi Sumatera Barat, Data yang terkumpul dianalisis
menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukan bahwa
kebijakan penerapan program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun
2022. Meskipun peningkatan tidak dalam jumlah yang besar, namun kebijakan ini
dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 31 Tahun 2022 .

Kata Kunci: Pemutihan Pajak, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah sebagai
penyelenggara pajak harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan
melengkapi fasilitas selama perpajakan, serta menerapkan kebijakan peraturan
sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan asas yang
berlaku.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah,
dari masyarakat dan lingkungan untuk membiayai pembangunan, jika masyarakat
tidak membayar pajak akan menghambat kelangsungan pembangunan, maka
pembangunan tidak akan berjalan dengan semestinya. Pajak memiliki peran
penting sebagai pemasok dana dan anggaran negara, disetiap bagian negara pajak
merupakan mayoritas sebagai penghasilan negara, maka dari itu hampir setiap
negara didunia memberlakukan dan menjalankan pajak.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
yang termasuk dalam objek PKB adalah kepemilikan terhadap kendaraan tersebut
yang digunakan atau yang biasa dikenal dengan “Pajak Kendaraan Bermotor”.
PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan kendaraan bermotor baik kendaraan
bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada
seluruh jenis jalan darat, serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor
atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi
sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat -
alat besar yang bisa bergerak. Pengenaan PKB saat ini berdasarkan pada

ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 3-8.



Dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah diperlukan adanya
upaya—upaya dari pemerintah terutama pemerintah daerah. Salah satu upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan
pendapatan dan memaksimalkan pajak daerahnya yaitu dengan memberikan
insentif pajak berupa adanya pemutihan pajak kendaraan. Hal ini dilakukan oleh
Gubernur dengan mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 28 Tahun 2019, Nomor 60 Tahun 2020, Nomor 41 Tahun 2021 serta
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang penghapusan
sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor
dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama
kendaraan bermotor melalui program 5 untung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pemutihan perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan
penerimaan pajak. Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang
dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak
membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara
menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.
Pemutihan ini diberlakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan
keadaan dari kemudahan melalui pemutihan pajak. Pemutihan pajak bertujuan
agar wajib pajak yang selama ini menunggak pajak kendaraan bisa malakukan
pembayaran pajak pada saat pemutihan, didalam program pemutihan ini wajib
pajak yang menunggak tidak dikenakan denda, dengan adanya pemutihan ini
masyarakat hanya membayar pajaknya saja. Berikut penulis sajikan target dan
realisasi penerimaan atau pendapatan pajak kendaraan bermotor periode 2019-
2021.

Tabel 1. Persentase Realisasi Penerimaan Pokok PKB Periode 2019-2021

TAHUN TARGET REALISASI
2019 Rp 655.269.329.000 Rp 710.350.016.850
2020 Rp 661.000.000.000 Rp 694.824.700.275
2021 Rp 705.386.114.000 Rp 753.005.948.850

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2023




Program pemutihan pajak sudah diterapkan dari tahun 2019-2022.
Bedanya program 5 untung pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 ini
lebih banyak untungnya daripada program pemutihan pajak sebelumnya
diantaranya yaitu: adanya pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor, dan
dibebaskan pajak progresifnya. Berdasarkan data Tabel 1 diatas hasil penerimaan
pajak kendaraan bermotor dari pelaksanaan pemutihan pajak pada tahun 2019
penerimaan mencapai Rp. 710.350.016.850. Pada tahun 2020 pelaksanakaan
pemutihan diberlakukan kembali hal ini dikarenakan masih banyaknya antusias
wajib pajak yang memanfaatkan pemutihan pajak dengan mencapai penerimaan
Rp. 694.824.700.275. Pada tahun 2021 juga kembali diberlakukan program
pemutihan  pajak, dimana realisasi penerimaan PKB mencapai Rp
753.005.948.850, ini menunjukkan angka peningkatan yang sangat signifikan dari
tahun sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan
kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami
peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Dengan bertambahnya pengguna
kendaraan bermotor tentunya memberi dampak yang cukup besar terhadap
pendapatan daerah. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut
diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui
penyetoran pajak kendaraan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam sistemnya
wajib pajak diharuskan melakukan penyetoran pajak kendaraan bermotor di
samsat terdekat sebelum masa pajaknya berakhir. Namun pada kenyataannya,
masih terdapat data yang menyatakan bahwa terjadi penunggakan pajak di
berbagai daerah. Berikut penulis sajikan data tunggakan pajak kendaraan bermotor
periode 2019-2021.

Tabel 2. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 —
2021

TAHUN UNIT JUMLAH TUNGGAKAN
2019 13.419 unit Rp 12.000.000.000
2020 22.947 unit Rp 19.000.000.000
2021 224.982 unit Rp 110.703.336.400

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2023




Berdasarkan data Tabel 2 diatas jumlah tunggakan pajak kendaraan
bermotor (PKB) dari pelaksanaan pemutihan pajak pada tahun 2019 jumlah unit
mencapai 13.419 unit, sedangkan jumlah tunggakannya mencapai Rp.
12.000.000.000. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan tunggakan pajak kendaraan
bermotor, adapun jumlah peningkatan unitnya mencapai 22.947 unit. Jumlah
tunggakannya mencapai Rp 19.000.000.000. Namun, pada tahun 2021 terjadi
peningkatan tunggakan yang cukup signifikan yaitu naik menjadi Rp
110.703.336.400.

Berdasarkan informasi dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik
untuk meneliti tentang “Tinjauan Penerapan Program 5 Untung Pemutihan Pajak
Kendaraan Bermotor Tahun 2022 Di Sumatera Barat Dalam Upaya Meningkatkan

Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang
menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :
Bagaimana dampak program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) tahun 2022 ini dengan membandingkan Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) sebelum adanya program ini di Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat Dampak Penerapan Program 5
Untung Pajak Tahun 2022 ini dengan membandingkan Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) sebelum adanya program ini.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis

maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :

a. Manfaat Teoritis



Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan landasan bagi
para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dalam rangka
Meninjau Program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-
2021 Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Manfaat Praktis

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini juga
memiliki:

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan koleksi

perpustakaan pihak-pihak yang akan memperdalam tentang evaluasi

penerimaan PKB setelah adanya program 5 untung tahun 2022.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi penerimaan PKB

setelah adanya program 5 untung tahun 2022.

3. Bagi penulis
Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang
telah diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya dan

menambah pengalaman di bidang perpajakan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Tinjauan Penerapan Program 5 Untung

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 Di Sumatera Barat Dalam

Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak. Maka dapat disimpulkan:

1)

2)

3)

4)

Implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan sesuai
dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 terlihat dari data target
dan realisasi penerimaan PKB pada tahun 2022 cenderung meningkat.
Sasaran/Ukuran dari Program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) ini adalah masyarakat yang menunggak pajak. Tujuan dari
kebijakan ini adalah menarik wajib pajak / masyarakat yang menunggak
pajak agar membayar kewajiban.
Program pemutihan pajak ini masih kurang maksimal, karena terdapat
beberapa kendala pada saat pelaksanaan program 5 untung pemutihan pajak
kendaraan bermotor (PKB) Di Sumatera Barat ini diantaranya yaitu:

a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)nya kurang banyak;

b. Jumlah anggaran dalam melaksanakan program 5 untung ini tidak

mencukupi;

c. Luas daerah wilayah Provinsi Sumatera Barat yang cukup luas;

d. Budaya baca masyarakat yang kurang.
Dari hasil penelitian terlihat bahwa terjadinya peningkatan penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) yang signifikan antara tahun 2021 dengan tahun
2022. Dimana pada tahun 2021 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) sebesar Rp 753.005.948.850, sementara itu, pada tahun
2022 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp
853.903.980.750.
Dari hasil penelitian terlihat bahwa setelah adanya program 5 Untung
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor jumlah tunggakan pajak antara 2021

dengan 2022 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2021 tunggakan
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pajak mencapai Rp 110.703.336.400, sementara itu di tahun 2022 mengalami
penurunan menjadi Rp 107.668.812.850.

B. SARAN
Dari beberapa kendala diatas adapun cara yang bisa dilakukan untuk
mengatasi kendala — kendala diatas yaitu:

a. Menambah Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemutihan pajak di tahun
berikutnya.

b. Menambah jumlah anggaran pada saat pelaksanaan program pemutihan
pajak tahun berikutnya.

c. Bagi masyarakat agar lebih meningkatkan lagi budaya membacanya agar
kita bisa tau berbagai informasi yang ada terutama tentang adanya program
pemutihan pajak ini.

d. Bagi pemerintah diharapkan lebih gencar lagi dalam mensosisalisasikan

program pemutihan pajak ini.
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